
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2021 ten tang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin;

a. bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai kapitalisasi
belanja modal perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun
2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjarmasin;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA BANJARMASIN,

Mengingat:

Menimbang:

PERATURAN WALLKOTA BANJARMASIN
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSr PEMERINTAH KOTA

BANJARMASIN

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6856);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan



Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan 8arang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan 8arang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6253);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



22.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor899);

18.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

20.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);



Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48
Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 48), diubah sehingga
berbunyi sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PasalI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHKOTABANJARMASIN.

Menetapkan:

23.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
LembaranDaerah Kota Banjarmasin Nomor63);



~
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 97

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 5 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarrnasin

pada tanggal 5 A.....!....tus 2(,23

WALl KOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II



IBNU SINA

WALlKOTABANJARMASIN,

Transaksi penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran
(lihat di Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan
Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran Berikutnya) dengan ketentuan:

1. Transaksi pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai
dilakukan sebesar progres per-akhir tahun anggaran, untuk
asetnya dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;

2. Jaminan/garansi Bank yang diterima diakui sebagai Lain
Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Pendapatan
Hasil Eksekusi Atas Jaminan Atas Pengadaan Barang/iJasa;

3. Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang dilanjutkan pada
tahun berikutnya;

4. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui sebagai
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

KEBIJAKANAKUNTANSINOMOR 17

TENTANG

PENYELESAIANPEKERJAANYANGMELEWATITAHUN
ANGGARAN


